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I. UMUM 

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas 

dan dengan jumlah penduduk yang sangat besar serta beragam etnik dan 

budaya. Salah satu tujuan negara Indonesia seperti ditegaskan dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa, tujuan negara itu dipertegas kembali dalam Pasal 31 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun 

peradaban bangsa melalui pengembangan dan pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, Pemerintah Pusat mengusahakan dan 

menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Untuk dapat 

menjamin terselengaranya suatu sistem pendidikan nasional yang 

memadai, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban 

menyelenggarakan Sistem Perbukuan. Oleh karena itu, Buku dapat 

menjadi salah satu sarana utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan 

bangsa yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan umum 

sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Masih adanya Buku yang beredar di tengah masyarakat yang tidak 

menjunjung nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; belum 
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optimalnya pelindungan dan kepastian hukum bagi pelaku perbukuan; 

serta belum adanya kerangka hukum yang mengatur mengenai 

perbukuan secara menyeluruh menyebabkan belum terwujudnya Buku 

Bermutu, murah, dan merata bagi masyarakat. Dengan demikian, tata 

kelola perbukuan melalui Sistem Perbukuan secara terpadu mutlak 

diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 

sebagai jembatan menuju tercapainya kecerdasan bangsa. 

Saat ini pengaturan perbukuan masih tersebar dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan sehingga dibutuhkan pengaturan 

perbukuan yang sistematis dan komprehensif. Pengaturan dimaksud 

mencakup seluruh pelaku perbukuan, yaitu Penulis, Penerjemah, 

Penyadur, Editor, Desainer, Ilustrator, Pencetak, Pengembang Buku 

Elektronik, Penerbit, dan Toko Buku.  

Selain mengatur pelaku perbukuan, Undang-Undang ini juga 

mengatur bentuk, jenis, dan isi Buku, hak dan kewajiban masyarakat dan 

pelaku perbukuan, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, pemerolehan Naskah Buku, Penerbitan, Pencetakan, 

pengembangan buku elektronik, Pendistribusian, Penggunaan, 

Penyediaan, dan pengawasan. Untuk menjamin pelaksanaan penegakan 

hukum, diatur pula sanksi administratif bagi Setiap Orang yang 

melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “ekosistem perbukuan” adalah tempat 

tumbuh dan berkembangnya Sistem Perbukuan yang sehat 

untuk menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata yang 

ditandai dengan interaksi positif antar-pemangku kepentingan 

perbukuan.  
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Pasal 3 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas kebinekaan” adalah bahwa 

penyelenggaraan Sistem Perbukuan memperhatikan keragaman 

penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, 

serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa 

penyelenggaraan Sistem Perbukuan mencerminkan sifat dan 

watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa 

penyelenggaraan Sistem Perbukuan merupakan tanggung jawab 

bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan 

pelaku perbukuan.  

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas profesionalisme” adalah bahwa 

penyelenggaraan Sistem Perbukuan didukung oleh sumber daya 

yang profesional di bidang perbukuan. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa 

penyelenggaraan Sistem Perbukuan dilakukan secara sinergis 

antarseluruh pelaksana tata kelola perbukuan.  

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa 

penyelenggaraan Sistem Perbukuan menghasilkan karya yang 

mendorong penguatan keanekaragaman budaya dalam 

memperkukuh jati diri bangsa. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa 

penyelenggaraan Sistem Perbukuan mewujudkan kesempatan 

yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses 

Buku yang bermutu, dan murah.  

 

 

www.peraturan.go.id



No.6053 -4- 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi masyarakat” adalah 

bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan memberi ruang 

kepada masyarakat untuk berperan serta. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan “asas kegotongroyongan” adalah bahwa 

penyelenggaraan Sistem Perbukuan dilakukan dengan semangat 

kebersamaan. 

Huruf j 

Yang dimaksud dengan “asas kebebasbiasan” adalah bahwa 

penyelenggaraan Sistem Perbukuan tidak multi tafsir.  

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

  

Pasal 6 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Buku teks memuat materi pembelajaran dalam rangka 

peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan 

kepribadian; penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

kepekaan, kemampuan estetis, kemampuan kinestetis dan 

kesehatan; serta pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar 

negara yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.  

Ayat (5) 

Buku teks utama, antara lain, buku mata pelajaran pendidikan 

agama, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan 

sosial, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ketrampilan, seni 

budaya, serta pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. 
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Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas.  

 

Pasal 9 

Yang dimaksud dengan ”penyandang disabilitas” adalah mereka yang 

memiliki keterbatasan, antara lain, penyandang disabilitas netra, 

penyandang kerusakan penglihatan dan/atau keterbatasan dalam 

membaca, serta pengguna huruf braille. 

 

Pasal 10 

Bencana, antara lain, bencana alam, bencana non alam, dan bencana 

sosial yang berdampak pada terputusnya akses fasilitas umum 

perbukuan. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

www.peraturan.go.id



No.6053 -6- 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “tiras” adalah oplah atau jumlah buku 

yang dicetak. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Imbalan, antara lain, royalti, honorarium, dan upah. 

 

Pasal 14 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Bentuk pertanggungjawaban, antara lain, mencakup etika dan 

hukum. 

 

Pasal 15 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Bentuk pengalihan hak, antara lain, dengan cara lisensi atau 

penyerahan dengan surat perjanjian tertulis. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas.  
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Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas.  

 

Pasal 24 

Cukup jelas.  

 

Pasal 25 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “akses” adalah kemudahan dalam 

mendapatkan informasi dan kesempatan berusaha. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas.   
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Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Pengembang buku elektronik terdiri atas: usaha jasa dan 

usaha produksi mandiri 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “manajemen hak digital” adalah hiponim 

yang merujuk pada teknologi pengaturan akses yang digunakan 

oleh para penerbit atau pemegang hak cipta untuk membatasi 

penggunaan suatu media atau alat digital. 

 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Keterangan peruntukan buku antara lain buku untuk anak, 

remaja, atau dewasa. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “angka standar buku internasional” 

adalah penanda internasional yang unik untuk terbitan Buku. 
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Pasal 31 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “insentif fiskal” adalah kebijakan 

pemerintah dalam bidang keuangan yang ditujukan untuk 

mendorong pertumbuhan industri perbukuan nasional. 

Huruf e  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “menyusun” adalah bahwa Pemerintah 

Pusat bertanggung jawab penuh atas isi buku teks utama yang 

bermutu. 
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Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Bentuk promosi dilakukan, antara lain, melalui kegiatan 

penerjemahan karya nasional ke bahasa asing dan karya asing 

ke bahasa Indonesia, serta pameran Buku nasional dan 

internasional. 

Huruf f 

Bentuk fasilitasi penerjemahan Buku, antara lain, kerja sama 

dan peningkatan kompetensi penerjemah. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “buku langka” adalah Buku yang sulit 

diperoleh dan memiliki nilai sejarah, nilai budaya, dan/atau 

ilmu pengetahuan. 

 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “menyusun” adalah Pemerintah Daerah 

provinsi bertanggung jawab penuh atas isi buku teks 

pendamping yang bermutu. 

Yang dimaksud dengan “muatan lokal” adalah bahan kajian 

pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan pembelajaran 

tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk 

membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan 

kearifan di daerah tempat tinggalnya. 

Contoh muatan lokal, antara lain, bahasa daerah, budaya 

daerah, dan kesenian daerah.  
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Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

    

Pasal 41 

Cukup jelas. 

 

Pasal 42 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “secara aktif” adalah mencari Penulis 

dan Naskah Buku untuk diterbitkan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Huruf d 

 Cukup jelas. 
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Huruf e 

Ujaran kebencian termasuk penghinaan dan hasutan. 

 

Pasal 43 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “standar” adalah ukuran tertentu yang 

digunakan sebagai patokan. 

Yang dimaksud dengan “kaidah” adalah rumusan atau aturan 

yang sudah pasti. 

Yang dimaksud “kode etik” adalah norma dan asas yang diterima 

oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

Cukup jelas.  

 

Pasal 49 

Yang dimaksud dengan “pihak asing” adalah warga negara asing atau 

badan hukum asing yang melakukan kegiatan Penerbitan Buku di 

Indonesia. 

 

Pasal 50 

Cukup jelas. 
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Pasal 51 

Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

 

Pasal 62 

Cukup jelas.  

 

 

www.peraturan.go.id



No.6053 -14- 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

 

Pasal 65 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Buku teks pendamping, buku nonteks, dan buku umum 

merupakan buku yang berfungsi sebagai buku pengayaan.  

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

 

Pasal 69 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia 

dimaksudkan sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana 

dalam rangka mendukung penegakan hukum, baik preventif 

www.peraturan.go.id



No.6053 
-15- 

maupun edukatif di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial 

budaya, pertahanan, dan keamanan sehingga tercipta ketertiban 

dan ketenteraman umum. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 70 

Cukup jelas.  

 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

  

Pasal 72 

Cukup jelas. 
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